
 

 

 
 
 

 

PERATURAN DESA ( PERDES ) 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

KECAMATAN SEWON 

DESA PANGGUNGHARJO 
 

 
 

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO 

NOMOR 13 TAHUN 2018 

 
 

TENTANG 
 

PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN 

PT. SINERGI PANGGUNG LESTARI 

 
 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH DESA PANGGUNGHARJO, 

 
 

Menimbang   :   a.  bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 
 

Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 
 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan 

Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2015  tentang  Perubahan 

atas  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 

Tahun 2014 tentang Desa   dan Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Desa maka Peraturan Desa 

Panggungharjo 7 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik 

Desa dan Peraturan Desa Panggungharjo 9 Tahun 2015 

tentang Badan Usaha Milik Desa perlu disesuaikan; 

b.  bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia   Nomor   4   Tahun   2015   Tentang
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Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa dapat terdiri 

dari unit unit usaha yang berbadan hukum; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia   Nomor   4   Tahun   2015   Tentang 

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran 

Badan  Usaha   Milik   Desa,   bahwa   badan    hukum 

sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b dapat berupa 

Perseroan  Terbatas  sebagai  persekutuan  modal  yang 

dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan 

usaha sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan 

tentang Perseroan Terbatas; 

d.  bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Musyawarah Desa 

yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2018 

memberikan persetujuan bagi Pemerintah Desa untuk 

melakukan kerjasama  desa  melalui  Pendirian  Badan 

Hukum Perseroan; 

 
 

Mengingat    :    1.   Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   1950   tentang 

Pembentukan Daerah-daerah     Kabupaten     dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   1999   tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi   dan   Nepotisme   (Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang   Nomor   37   Tahun   2004   tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(Lembaran Negara   Republik   Indonesia  Tahun  2004 

Nomor   131,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 
 

Indonesia Nomor 4443);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, b, c   dan huruf d, perlu menetapkan 

Peraturan Desa      tentang   Pendirian   Badan   Hukum 

Perseroan. 
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4. Undang-Undang   Nomor   10   Tahun   2004   tentang 

Pembentukan Peraturan         Perundang-undangan 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 

Nomor   53,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 
 

Indonesia Nomor 4389); 
 

5. Undang-Undang   Nomor   40   Tahun   2007   tentang 

Perseroan Terbatas    (Lembaran    Negara    Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

6.   Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa 
 

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun  2014 
 

Nomor   7,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 
 

Indonesia Nomor 5495); 
 

7.   Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 
 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539); 
 

8.   Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60 
 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5558); 
 

9.   Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22 
 

Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

10. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46 
 

Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa;
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11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia 

Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa; 

12. Peraturan    Menteri    Desa,    Pembangunan    Daerah 
 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 
 

Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Kewenangan 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa; 

13. Peraturan    Menteri    Desa,    Pembangunan    Daerah 
 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 
 

Tahun   2015   Tentang   Pendirian,   Pengurusan   dan 
 

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 
 

14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa; 

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang 
 

Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa; 
 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 
 

2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa; 
 

17. Peraturan    Desa    Nomor    7    Tahun    2013   tentang 

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa 

Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul; 

18. Peraturan  Desa  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Badan 
 

Usaha Milik Desa (BUMDes);SALIN
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO 

Dan 

LURAH DESA PANGGUNGHARJO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   :   PERATURAN    DESA    PANGGUNGHARJO    KECAMATAN 

SEWON   KABUPATEN   BANTUL   TENTANG   PENDIRIAN 

BADAN HUKUM  PERSEROAN  PT.  SINERGI  PANGGUNG 

LESTARI 

 
 
 

 

BAB I KETENTUAN 

UMUM 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang 

memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan,   kepentingan   masyarakat  setempat  berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik 

Indonesia; 

2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 

usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; 

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

4. Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  BPD 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis;
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5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 

antara Badan   Permusyawaratan   Desa,   Pemerintah   Desa,   dan   unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 

menyepakati hal yang bersifat strategis; 

6. Kesepakatan   Musyawarah   Desa   adalah   suatu   hasil   keputusan   dari 

Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita 

Acara  kesepakatan  Musyawarah  Desa  yang  ditandatangani  oleh  Ketua 

Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa; 

7. Peraturan  Desa  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan 

oleh Kepala   Desa   setelah   dibahas   dan   disepakati   bersama   Badan 

Permusyawaratan Desa. 

8. Perseroan  Terbatas  (Perseroan)  adalah  badan  hukum  yang  merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya. 

9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan 
 

Komisaris. 
 

10.  Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai 

maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam 

maupun diluar pengadilan. 

11.  Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat 

kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan. 

12.  Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah 

organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan 

mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan 

komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang tentang 

Perseroan Terbatas. 

 
 

BAB II 

PENDIRIAN 

 
 

Pasal 2 
 

Dengan  Peraturan  Desa  ini  didirikan  Perseroan  Terbatas  yang  merupakan 

bagian dari Badan Usaha Milik Desa.
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BAB III 
 

NAMA DAN KEDUDUKAN 
 

 
 

Pasal 3 
 

(1) Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 2 (dua) bernama PT. (Persero) Sinergi Panggung 

Lestari  yang  untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  PT.  Sinergi  Panggung 

Lestari; 

(2) Perseroan   Terbatas   sebagaimana    y a n g    dimaksud   pada   ayat   (1) 
 

berkedudukan di 
 

Desa                    : Panggungharjo 
 

Kecamatan           : Sewon 
 

Kabupaten           : Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
 
 
 
 

BAB IV MAKSUD DAN 

TUJUAN 

 
 

Pasal 4 
 

Pendirian PT. Sinergi Panggung Lestari dimaksudkan untuk mendorong 

pertumbuhan perekonomian desa dan meningkatkan pelayanan terhadap 

kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa 

melalui kegiatan Pengolahan Minyak Goreng Bekas dan Produksi Minyak 

Nyamplung (tamanu oils), serta kegiatan usaha lainnya yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 
 

 

Pasal 5 
 

Maksud Pendirian PT. Sinergi Panggung Lestari adalah: 
 

(1) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar- 

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan 

(2) Untuk     meningkatkan     kemampuan     keuangan     Pemerintah     Desa 

Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan danmeningkatkan 

pendapatanmasyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomimasyarakat.
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Pasal 6 
 

Tujuan Pendirian PT. Sinergi Panggung Lestari adalah: 
 

(1) Mewujudkan   kelembagaan   perekonomian   masyarakat   perdesaan   yang 

mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; 

(2) Mendukung   kegiatan   investasi   lokal,   penggalian   potensi   lokal   serta 

meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan 

membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan; 

(3) Mendorong    perkembangan    perekonomian   masyarakat   desa    dengan 

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola 

pembangunan perekonomian desa; 

(4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat 

desa yang berpenghasilan rendah; 

(5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan 
 

(6) Meningkatkan pendapatan asli desa. 
 

 
 
 
 
 
 

BAB V 

PERMODALAN 

 
 
 

Pasal 7 

 
(1) Modal PT. Sinergi Panggung Lestari berasal dari: 

 

a. penyertaan modal desa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan; 
 

b. pinjaman; 
 

c. hibah; 
 

d. perseorangan dan/atau Badan Usaha yang berbadan hukum; dan 

e. sumber modal lainnya. 

(2) Modal PT. Sinergi Panggung Lestari terdiri atas saham-saham. 
 

(3) Persyaratan  kepemilikan  saham  ditetapkan  dalam  anggaran  dasar 

dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 8 
 

(1) PT. Sinergi Panggung Lestari wajib memiliki modal dasar disetor. 
 

(2) Modal dasar PT. Sinergi Panggung Lestari dituangkan dalam anggaran dasar 

yang dimuat dalam akta pendirian PT. Sinergi Panggung Lestari. 

(3) Besaran modal dasar PT. Sinergi Panggung Lestari sebagaimana dimaksud 

pada  ayat  (1)  dapat  berubah  berdasarkan  kesepakatan  para  pemegang 

saham PT. Sinergi Panggung Lestari. 

 
 
 

 

Pasal 9 
 

(1) Modal dasar PT. Sinergi Panggung Lestari pada saat didirikan adalah sebesar 

Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dengan komposisi kepemilikan 

sebagai berikut : 

a. Sebesar   60%   (enam   puluh   per   seratus)   yang   setara   dengan 

Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimiliki oleh Pemerintah Desa 

Panggungharjo yang berasal dari penghitungan nilai usaha dari unit 

pengolahan minyak goreng bekas dan unit produksi minyak nyamplung 

(tamanu oils) beserta asset berupa alat produksi yang jenis maupun 

jumlahnya sebagaimana disampaikan dalam lampiran Peraturan Desa 

ini. 

b. Sebesar  35%  (tiga  puluh     per  seratus)  yang  setara  dengan  Rp. 
 

350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimiliki oleh PT. Mertani 

Inovasi Group yang berasal dari penyertaan modal berupa uang tunai 

sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 

c.  Sebesar 5% ( lima per seratus) yang setara dengan Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) dimiliki oleh Koperasi Wanita Dewi Kunthi desa 

Panggungharjo yang merupakan saham istimewa (preferred stock). 

(2) Modal dasar PT. Sinergi Panggung Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. 

(3) Modal dasar dapat dilakukan penambahan atas dasar kesepakatan para 

pemegang saham dalam RUPS.
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BAB 5  

 

 
PENGELOLAAN DAN KEGIATAN USAHA 

 
Bagian Kesatu 

 

Pengelolaan 
 

 
 

Pasal 10 
 

Pengelolaan PT. Sinergi Panggung Lestari paling sedikit harus memenuhi 

unsur: 

a. Tata pengurusan yang baik; 
 

b. Inovatif dalam pendayagunaan sumber daya dan potensi desa; 
 

c.  Manajemen  SDM yang profesional; 
 

d. Manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya; 

e.  Partisipatif dalam pengambilan keputusan strategis; 

f.  Transparansi informasi; 

g. Pencegahan konflik kepentingan. 
 
 
 
 
 

Bagian Kedua 
 

Kegiatan Usaha 
 

 
 

Pasal 11 
 

Kegiatan usaha PT. Sinergi Panggung Lestari meliputi: 
 

a. Pengolahan  minyak  goreng  bekas  menjadi  bahan  bakar  pengganti  solar 

dan/atau produk non pangan lainnya. 

b. Produksi   Minyak   Nyamplung   dan/atau   produk   turunan   dari   buah 

nyamplung (challophyllum innophillum L) 

c. Kegiatan   usaha   lainnya   yang   tidak   bertentangan   dengan   ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Kegiatan usaha lainnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf c untuk 

selanjutnya diatur   dalam   Anggaran   Dasar/Anggaran   Rumah   Tangga 

Perseroan.
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BAB 6  

 

 
KEWENANGAN LURAH DESA 

 

 
 
 

Pasal 12 
 

(1) Lurah Desa mewakili Pemerintah Desa selaku pemegang saham PT. Sinergi 
 

Panggung Lestari dalam RUPS. 
 

(2) Lurah  Desa  dapat  memberikan  kuasa  dengan  hak  substitusi  kepada 

perangkat desa lainnya untuk mewakilinya sebagai pemegang saham. 

(3) Perangkat desa yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Lurah Desa untuk 

mengambil keputusan mengenai: 

a. perubahan anggaran dasar; 
 

b. perubahan jumlah modal; 
 

c. pengalihan aset tetap; 
 

d. penggunaan laba; 
 

e. investasi dan pembiayaan jangka panjang; 
 

f. kerjasama PT. Sinergi Panggung Lestari; 
 

g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan 
 

h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. Sinergi 
 

Panggung Lestari. 
 

(4) Perangkat desa yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana 

dimaksud pada  ayat  (2)  dilarang  mengalihkan  kuasa  kepada  pihak 

dan/atau perangkat desa lainnya. 

 
 
 
 
 
 

BAB VII 

ORGAN 

Pasal 13 

Organ PT. Sinergi Panggung Lestari terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan 
 

Komisaris.
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BAB VIII  

 

 

RUPS 
 

 
 

Pasal 14 
 

Wewenang,  bentuk  dan  luasan  RUPS  untuk  selanjutnya  diatur     dalam 
 

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 
 

 
 

BAB IX DEWAN 

KOMISARIS 

 
 

Bagian Kesatu 
 

Tugas, Fungsi, dan Wewenang 
 

 
 

Pasal 15 
 

(1) Dewan   Komisaris   mempunyai   tugas   melakukan   pengawasan   atas 

pelaksanaan kebijakan umum, pengendalian dan pembinaan terhadap PT. 

Sinergi Panggung Lestari. 

(2) Dewan  Komisaris  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pengurusan  PT. 
 

Sinergi Panggung Lestari yang dilakukan oleh Direksi. 
 

(3) Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan 

kegiatan pengurusan PT. Sinergi Panggung Lestari. 

 
 
 

 

Pasal 16 
 

(1) Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan ketentuan dan 

prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. 

(2) Pengawasan   dilakukan   olehDewan   Komisarisuntukpengendalian   dan 

pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengawasan 

kedalam tanpa   mengurangi   kewenangan   pengawasan   dari   instansi 

pengawas di luar PT. Sinergi Panggung Lestari. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud apada ayat (2) dilakukan secara: 
 

a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan 

b. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. 

(5) Pengendalian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  dalam 

petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
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(6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk 

meningkatan dan menjaga kelangsungan PT. Sinergi Panggung Lestari. 

 
 
 
 
 

 
Pasal 17 

 

Dewan Komisaris mempunyai wewenang: 
 

a.  meneliti, mengoreksi dan memeriksa rencana kerja tahunan dan anggaran 
 

PT. Sinergi Panggung Lestari untuk disahkan dalam RUPS; 
 

b. meneliti    laporan    keuangan,    yang  sekurang-kurangnyameneliti  atas 

laporan neraca, laporan labarugi, laporan arus kas, laporanperubahan 

ekuitas dan catatan atas laporan keuangan untukdisyahkan dalam RUPS; 

dan 

c. meminta  keteranganDireksi  mengenai  hal-halyang  berhubungan  dengan 

pengawasan dan pengelolaan PT. Sinergi Panggung Lestari. 

 
 
 

 

Pasal 18 
 

(1) Dewan  Komisaris  wajib  melakukan  rapat  secara  berkala  paling  sedikit 
 

1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 
 

(2) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan paling sedikit sekali dalam 6 

(enam) bulan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepada 

Lurah Desa. 

(3) Dewan  Komisaris  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  wewenang 

bertanggungjawab dalam RUPS. 

 
 

Pasal 19 
 

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat 

mengangkat seorang sebagai sekretaris. 

 
 
 

 

Pasal 20 
 

Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat 

memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu 

atas beban PT. Sinergi Panggung Lestari.
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Pasal 21 
 

(1) Untuk  membantu  kelancaran  tugas  Dewan  Komisaris,  atas  biaya  PT. 
 

Sinergi Panggung Lestari dapat dibentuk sekretariat Dewan Komisaris yang 

jumlah stafnya paling banyak 2 (dua) orang. 

(2) Anggota sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
 

tidak boleh berasal dari Pegawai PT. Sinergi Panggung Lestari. 
 

(3) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas. 

 
 
 

 

Bagian Kedua 
 

Pengangkatan 
 

 
 

Pasal 22 
 

(1) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan: 
 

a. kompetensi; 
 

b. integritas; dan 

c. reputasi. 

(2) Pemenuhan  persyaratan  bagi  anggota  Dewan  Komisaris  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai 

uji kemampuan dan kepatutan. 

(3) Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pendidikan formal paling rendah 
 

Strata Satu (S1). 
 

(4) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling 

banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya 

menjabat sebagai Komisaris Utama. 

(5) Anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di Kabupaten lokasi PT. 
 

Sinergi Panggung Lestari. 
 

(6) Anggota  Dewan  Komisaris  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus 

memiliki: 

a. pengetahuan  di  bidang  usaha  yang  memadai  dan  relevan  dengan 

jabatannya; dan/atau 

b. pengalaman di bidang usaha baik perbankan maupun non perbankan. 
 

(7) Anggota Dewan Komisaris harus lolos uji kemampuan dan kepatutan (fit 

and proper test) yang dilakukan oleh BPD.
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(8) Pengangkatan Dewan Komisaris untuk pertama kalinya ditetapkan melalui 

Keputusan Lurah Desa setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari 

BPD. 

(9) Pengangkatan  dan  pemberhentian  Anggota  Dewan  Komisaris  berikutnya 

oleh RUPS. 

(10) Pengangkatan  dan  pemberhentian  Anggota  Dewan  Komisaris  wajib 

dilaporkan kepadaBPD. 

 
 
 

 

Pasal 23 
 

(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. 
 

(2) Anggota       Dewan       Komisaris       yang       telah       berakhir       masa 

jabatannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan kembali 

dan harus memperoleh persetujuan dari BPD. 

(3) Batas usia anggota Dewan Komisaris paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. 
 
 
 
 
 

Bagian Ketiga 
 

Larangan 
 

 
 

Pasal 24 
 

(1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai 

derajat kedua dengan: 

a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan 

b. anggota Direksi. 

(2) Anggota   Dewan   Komisaris   dilarang   memberikan   kuasa   umum   yang 

mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. 

(3) Anggota  Dewan  Komisaris  dilarang  merangkap  jabatan  sebagai  anggota 
 

Direksi maupun Pegawai padaBadan Usaha Milik Desa. 
 

(4) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang 

mengambil keputusan. 

 

 
Pasal 25 

 

(1) Anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud 

pada pasal 23 ayat (3) masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris 

berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
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(2) Dalam  hal  seseorang  yang  menduduki  jabatan  yang  dilarang  untuk 

dirangkap  dengan   jabatan   anggota   Dewan   Komisaris   sebagaimana 

dimaksud pada  pasal  23  ayat  (3)  diangkat  sebagai  anggota  Dewan 

Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan. 

 
 
 
 
 
 

Bagian Keempat 
 

Pemberhentian 
 

 
 

Pasal 26 
 

(1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena: 
 

a. masa jabatannya berakhir; 
 

b. memasuki batas usia pensiun; 
 

c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan 

d. meninggal dunia. 

(2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena: 
 

a.  permintaan sendiri; 
 

b.  alih tugas/jabatan; 
 

c.   tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 
 

d.  tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
 

e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PT. Sinergi Panggung Lestari, 

Desa, Daerah dan/atau negara; 

f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap; dan/atau 

g.  mengundurkan diri. 
 
 
 
 
 

BAB X 

DIREKSI 

Bagian Kesatu 
 

Tugas, Fungsi dan wewenang 
 

 
 

Pasal 27 
 

(1) Direksi    bertugas    menjalankan    pengurusan    PT.    Sinergi    Panggung 
 

Lestariuntuk kepentingan dan tujuan perseroan.
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(2) Direksi menyusun  perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan 

seluruh operasional PT. Sinergi Panggung Lestari 

(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama 

dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. Sinergi Panggung Lestari 

(4) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan. 
 
 
 
 
 

Pasal 28 
 

Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, 

mempunyai fungsi: 

a.  pelaksanaan   menejemen   PT.   Sinergi   Panggung   Lestari   berdasarkan 

kebijaksanaan umum yang ditetapkan dalam RUPS; 

b.  menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan 
 

PT. PT. Sinergi Panggung Lestari; 
 

c.  penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. 
 

Sinergi  Panggung  Lestari  kepada  Lurah  Desa  dan  selanjutnya  untuk 

mendapatkan pengesahan dalam RUPS; 

d.  penyusunan  dan  penyampaian  laporan  perhitungan  hasil  usaha  dan 

kegiatan PT. Sinergi Panggung Lestari setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada 

Lurah Desa dan Dewan Komisaris; dan 

e.  menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan 

kepada Lurah Desa dan selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dalam 

RUPS. 
 
 
 
 
 

 
Direksi mempunyai wewenang: 

Pasal 29

 

a.  mengurus kekayaan PT. Sinergi Panggung Lestari; 
 

b.  mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. Sinergi Panggung Lestari 

berdasarkan Peraturan Kepegawaian perseoran; 

c.  menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. Sinergi Panggung Lestari 

dengan persetujuan Dewan Komisaris dan ditetapkan dalam RUPS; 

d.  mewakili PT. Sinergi Panggung Lestari didalam dan diluar pengadilan; 
 

e.  menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum 

tertentu mewakili PT. Sinergi Panggung Lestari, apabila dipandang perlu;
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f. membuka  Kantor  Cabang  berdasarkan  persetujuan  Lurah  Desa  atas 

pertimbangan Dewan Komisaris, yang selanjutnya disahkan dalam RUPS; dan 

g.  menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai 
 

PT. PT. Sinergi Panggung Lestari. 
 

 
 
 
 
 
 

Bagian Kedua 
 

Pengangkatan 
 

 
 

Pasal 30 
 

(1) Direksi harus memenuhi persyaratan: 
 

a.  kompetensi; 
 

b.  integritas; dan 

c.   reputasi. 

(2) Pemenuhan persyaratan bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan 

kepatutan PT. Sinergi Panggung Lestari. 

(3) Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah Sarjana Strata Satu 
 

(4) Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya 

menjabat sebagai Direktur Utama. 

(5) Direksi  wajib  bertempat  tinggal  di  kabupaten yang sama dengan lokasi 
 

Kantor Pusat PT. Sinergi Panggung Lestari. 

(6) Direksi harus memiliki: 

a. pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; 
 

b. pengalaman dan keahlian yang relevan dengan jabatannya dan; 
 

c. kemampuan  untuk  melakukan  pengelolaan  strategis  dalam  rangka 

pengembangan PT. Sinergi Panggung Lestari yang sehat. 

(7) Pengalaman dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling 

singkat selama 2 (dua) tahun. 

(8) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi oleh Lurah Desa. 
 

(9) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi selanjutnya oleh RUPS.
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Pasal 31 
 

(1) Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. 
 

(2) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya sebagimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dicalonkan kembali dan harus mendapat persetujuan BPD. 

(3) Batas usia Direksi paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. 
 

(4) Lurah Desa dan Perangkat Desa tidak boleh menjabat sebagai Direksi. 
 
 
 
 
 

Pasal 32 
 

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. 
 

(2) Keputusan  Direksi  dapat  pula  diambil  di  luar  rapat  Direksi  sepanjang 

seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. 

(3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat. 
 

(4) Tata cara rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar. 
 

(5) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 
 

2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan komisaris. 
 
 
 
 
 

Bagian Ketiga 
 

Larangan 
 

 
 

Pasal 33 
 

(1) Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga semenda sampai derajat 

kedua dengan: 

a.  sesama Direksi; dan 
 

b.  anggota Dewan Komisaris. 
 

(2) Direksi dilarang merangkap jabatan pada Perusahaan dan/atau lembaga 

lain  kecuali  lembaga  Pendidikan  dalam  rangka  peningkatan  kompetensi 

SDM perusahaan  sepanjang  tidak  mengganggu  pelaksanaan  tugasnya 

sebagai Direksi. 

(3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan 

tugas dan wewenang tanpa batas. 

(4) Dalam  hal  terjadi  benturan  kepentingan,  Direksi  dilarang  mengambil 

keputusan.
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Bagian Keempat 
 

Pemberhentian 
 

 
 

 

(1) Direksi berhenti karena: 
 

a. masa jabatannya berakhir; 

Pasal 34

 

b. memasuki batas usia pensiun; 
 

c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan 

d. meninggal dunia. 

(2) Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena: 
 

a. permintaan sendiri; 
 

b. alih tugas/jabatan; 
 

c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 
 

d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang– undangan; 
 

e. terlibat   dalam   tindakan   yang   merugikan   perseroan,   desa,   daerah 

dan/atau negara; 

f. dinyatakan  bersalah  dengan  keputusan  pengadilan  yang  mempunyai 

kekuatan hukum tetap; dan/atau 

g. mengundurkan diri. 
 
 
 
 
 

BAB XI 

PEGAWAI 

 
 

Pasal 35 
 

(1) Pengangkatan  Pegawai  PT.  Sinergi  Panggung  Lestariharus  memenuhi 

persyaratan: 

a. warga negara Indonesia; 
 

b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; 
 

c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; 
 

d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Direksi; 
 

e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan 

f. lulus ujian seleksi. 

(2) Pegawai   PT.   Sinergi   Panggung   Lestarimerupakan   Pegawai   yang 

pengangkatan, pemberhentian,   hak   dan   kewajibannya   ditetapkan
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berdasarkan   perjanjian   kerja   bersama   sesuai   dengan   ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 

(3) Dalam  hal  Pegawai  PT.  Sinergi  Panggung  Lestari  diangkat  menjadi 

anggota Direksi, maka yang bersangkutan pensiun sebagai Pegawai PT. 

Sinergi Panggung Lestari. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai yang diangkat sebagai Direksi 

ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

 
 
 
 
 

 
BAB XII PEMBUKAAN KANTOR 

CABANG 

 
 

Pasal 36 
 

(1) Untuk  meningkatkan  cakupan  dan  pemerataan  pelayanan  PT.  Sinergi 
 

Panggung Lestaridapat membuka Kantor Cabang 
 

(2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 
 
 
 

 
BAB XIII 

 

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN 
 

 
 

Pasal 37 
 

(1) Penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan  dan  Pembubaran  PT.Sinergi 
 

Panggung Lestarikarena keputusan RUPS. 
 

(2) Lurah  Desa  atau  BPD  dapat  mengusulkan  penggabungan,  peleburan, 

pengambilalihan dan pembubaran PT. Sinergi Panggung LestarI dengan 

disertai dengan dasar pertimbangan. 

(3) Penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan  dan  pembubaran  PT.Sinergi 

Panggung Lestarisebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Kekayaan  Desa  hasil  pembubaran  PT.  Sinergi  Panggung  Lestariyang 

menjadi hak Desa dikembalikan kepada Desa.
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BAB XIV 
 

TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA 
 

 
 

Pasal 38 
 

(1) Tahun  buku  PT.  Sinergi  Panggung  Lestarimenggunakan  tahun  buku 

takwim. 

(2) Laba bersih PT. Sinergi Panggung Lestarisetelah dikurangi pajak yang telah 

disahkan RUPS ditetapkan sebagai berikut: 

a. deviden pemegang saham       50% (lima puluh per seratus) 

b. cadangan umum                     15 % (lima belas per seratus) 

c. cadangan tujuan                    15 % (lima belas per seratus) 

d. jasa produksi                          12,5 % (dua belas koma lima per seratus) 
 

e. dana social                             7,5 % (tujuh koma lima per seratus). 
 
 
 
 
 
 
 

BAB XV KETENTUAN 

PENUTUP 

 
 

Pasal 39 
 

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 
 

2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa 

Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.SALIN
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Pasal 40 
 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
 

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo. 
 
 
 
 

Ditetapkandi Panggungharjo 
 

Pada tanggal 28 Desember 2018 
 

LURAH DESA PANGGUNGHARJO, 
 

 
 

ttd 
 

 
 

 

Diundangkan di Desa Panggungharjo 
 

Pada tanggal 28 Desember 2018 
 

Carik Desa, 

ttd 

YULI TRISNIATI 

WAHYUDI ANGGORO HADI

 
 
 
 
 

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN  2018 NOMOR 13 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN 

SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PENDIRIAN BADAN HUKUM 

PERSEROAN PT. SINERGI PANGGUNG LESTARI : 26/Panggungharjo/2018 
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